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a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan
yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2005 harus digunakan
pembiayaan dalam tahun anggaran 2006, perlu dilakukan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun Anggaran 2006;

bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048);



10.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala dan Bekas Kepala
Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
121);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);



26. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan
bagi Pejabat Negara Tertentu;

27. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Negara Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Negara Indonesia Nomor 4418);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2006
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2006 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan
BUPATI BANGKA SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 :

a. Pendapatan

- Semula Rp.205,710,849,988,-
- Bertambah Rp 23,426,564,025.-
Jumlah Pendapatan Setelah Bertambah Rp.229,137,414,013,-

b. Belanja
- Semula Rp.212,638,716,492,-
- Bertambah Rp. 19,967,144,186.-
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.232,605,860,678,-

Surplus / Defisit Setelah Perubahan Rp. 3,468,446,665,-




c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp.13,500,000,000,-
b. Berubah Rp.14,275,178,302,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 27,775,178,302,-

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp. 6,372,133,496,-
b. Berubah Rp.17,734,598,141 -
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp.24,306,731,637.-

Surplus/defisit Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 3,468,446,665,-

Pasal 2

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan

Daerah ini yang terdiri dari :

a. Lampiran|

b. Lampiran Il

c. Lampiran Il

d. Lampiran IV

e. LampiranV

f.  Lampiran VI
g. Lampiran VIl
h. Lampiran VIII
i. Lampiran IX

j- Lampiran X

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut
Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi
Perangkat Daerah

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan

Daftar Piutang Daerah

Daftar Pinjaman Daerah

Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu

Daftar Dana Cadangan

Rekapitulasi Belanja menurut bidang kewenangan
unit organisasi, program dan kegiatan Tahun
Anggaran 2006



(2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3
Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kebupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2006.

Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka

Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 November 2006

BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd
JUSTIAR NOER
Diundangkan di Toboali
pada tanggal 27 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

HARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI A
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